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BUPATI KLATEN  

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN  

NOMOR  5 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 57 TAHUN 

2021 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang  :  a.   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  76  

ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang 

mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  yang 

menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan 

pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi; 

b. bahwa kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten 

belum mengatur struktur kelembagaan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah, maka Peraturan  Bupati Klaten Nomor 

57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

berencana Kabupaten Klaten perlu diadakan 

perubahan; 

SALINAN 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tahun 2023 

tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan    dan    Susunan     Perangkat    Daerah 
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Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 235); 

12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten 

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 

57). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 57 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA KABUPATEN KLATEN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 

57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2021 Nomor 57) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan judul diubah sehingga berbunyi: 

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA 
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2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Klaten. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati  

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Klaten. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Klaten. 

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Klaten. 

9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Klaten. 

10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Pimpinan adalah Kepala Dinas beserta 

Pejabat Struktural yang ada di lingkungan Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
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Berencana Kabupaten Klaten. 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Klaten. 

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 

dan pembangunan. 

 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat : 

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

2. Subbagian Keuangan; dan  

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan 

Jaminan Sosial; 

d. Bidang Rehabilitasi Sosial; 

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 

g. UPTD; 

h. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan 

Pelaksana. 
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(2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 19 

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

(2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program kerja bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

f. pengoordinasian program pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan, meliputi 

kegiatan : 
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1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) 

pada lembaga pemerintah; 

2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, 

hukum, sosial ekonomi pada organisasi 

masyarakat; dan 

3. Penguatan dan pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. 

g. pengoordinasian program perlindungan 

Perempuan, meliputi : 

1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan 

lingkup Daerah; 

2. Penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan perlindungan perempuan 

tingkat Daerah. 

h. pengoordinasian program peningkatan kualitas 

keluarga, meliputi : 

1. Peningkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 

hak anak tingkat Daerah; 

2. Penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan hak anak yang wilayah 

kerjanya dalam Daerah; 

3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam 

mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 

Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam 

Daerah. 

i. pengoordinasian program pengelolaan sistem 

data gender dan anak, pada kegiatan 

pengumpulan, pengolahan analisis dan 

penyajian data gender dan anak dalam 

kelembagaan data di Tingkat Daerah. 

j. pengoordinasian program Pemenuhan Hak Anak, 

meliputi kegiatan: 

1. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan 
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Dunia Usaha; 

2. penguatan dan pengembangan Lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas hidup 

anak.  

k. pengoordinasian program perlindungan khusus 

anak, meliputi kegiatan: 

1. pencegahan kekerasan terhadap anak yang 

melibatkan para pihak lingkup Daerah; 

2. Penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus tingkat Daerah. 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Pimpinan. 

 

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 22 

Subkoordinator Perlindungan Hak Perempuan 

Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak 

sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf b, 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana subkegiatan perlindungan hak 

perempuan, perlindungan khusus anak dan 

pemenuhan hak anak; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman 

dan petunjuk teknis perlindungan hak perempuan, 

perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak 

anak; 

c. melaksanakan Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan untuk mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan perlindungan anak; 

d. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi 

Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi 

Keluarga; 
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e. melaksanakan Penyediaan layanan Komprehensif 

bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender 

(KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya 

dalam Daerah; 

f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

pelembagaan pemenuhan hak anak; 

g. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup 

Daerah; 

h. melaksanakan advokasi kebijakan dan 

pendampingan layanan perlindungan perempuan;  

i. melaksanakan Peningkatan kapasitas sumber daya 

lembaga penyedia layanan penanganan bagi 

perempuan korban kekerasan kewenangan 

Kabupaten; 

j. melaksanakan penyediaan, penyajian dan 

pemanfaatan data gender dan anak; 

k. melaksanakan advokasi kebijakan dan 

pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah, media dan dunia 

usaha; 

l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

pelembagaan pemenuhan hak anak; 

m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas 

hidup anak tingkat Daerah; 

n. melaksanakan pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi 

lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas 

hidup anak tingkat Daerah; 

o. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak 

tingkat Daerah; 

p. melaksanakan advokasi kebijakan dan 

pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan 

kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang 

menjadi kewenangan Daerah; 
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q. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

pencegahan kekerasan terhadap anak yang menjadi 

kewenangan Daerah; 

r. melaksanakan pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan 

perlindungan khusus yang menjadi kewenangan 

Daerah; 

s. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga 

penyedia layanan anak yang memerlukan 

perlindungan khusus tingkat Daerah; 

t. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan 

anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat 

Daerah; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Pimpinan. 

 

6. Diantara Bagian Keenam dan Ketujuh disisipkan satu 

bagian baru, yaitu Bagian Keenam A, yang berbunyi 

sebagai berikut : 

Bagian Keenam A 

UPTD 

 

7. Diantara Pasal 26 dan 27 disisipkan satu Pasal baru, 

yaitu Pasal 26 A, yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 26 A 

Ketentuan mengenai UPTD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan 

Bupati tersendiri. 

 

8. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga 

keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 25 Januari 2024 

 

BUPATI KLATEN, 

        Cap 

         ttd 

           SRI MULYANI 

 

   Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 25 Januari 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

ttd 

JAJANG PRIHONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 5 

 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 
      ttd 

SRI RAHAYU  
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LAMPIRAN   
PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR  5  TAHUN 2024 
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 57 
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI 
TUGAS  DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

SEKRETARIAT 
 
 

KEPALA DINAS  
 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 
 

SUBBAGIAN  

PERENCANAAN  

SUBBAGIAN  
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

BIDANG  
REHABILITASI 

SOSIAL 
 

BAGAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
KABUPATEN KLATEN 
 

 BUPATI KLATEN, 
         
 Cap  

ttd 
 

SRI MULYANI 

Keterangan : 
                   : Garis Komando 

-----------     : Garis Koordinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BIDANG  

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA 

 

BIDANG  

PEMBERDAYAAN 

PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 

 

SUBBAGIAN  

KEUANGAN 

UPUPTDTDU
uptd 

SALINAN 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

      ttd 

SRI RAHAYU  

 


